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DPRD Setop Bahas Suntikan Modal Daerah

Sejumlah proyek prioritas pemerintah
DKI terancam tertunda.

Gangsar Parikesit
gangsar@tempo.co.id

JAKARTA— Dewan Perwakilan

‘Rakyat Daerah menghen-
‘tikan pembahasan penyer-
.taan modal sekitar Rp 13

triliun - untuk  sejumlah
perusahaan daerah. Ketua
Komisi Bidang Keuangan
DPRD, Santoso, menu-
turkan bahwa Dewan tak
akan melanjutkan pemba-
hasan permohonan sunti-
kan modal sebelum revisi
peraturan daerah tentang
modal dasar BUMD sele-

o Sa.l < 5

Revisi peraturan daerah
tersebut, menurut Santoso,
juga tak  bisa dilaku-

kan ‘bersamaan  dengan

pengajuan  penyertaan
modal dalam Rancangan
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD)
2019. “Harus clear duly,

Jangan paralel,” ka_ta poli-—

tikus Partai Demokrat itu
ketika dlhubungr Tempo,
Jumat lalu.
Sela‘etamsKomlmBlda-ng
Keuangan DPRD DKI,
James Sianipar; menyata-
kan hal senada. Dia meng-

aku khawatir akan' ada |

masalah di kemudian hari

jilka Dewan menyetujui_
permohonan penyertaan
modal « sebelum - peratur-
an modal dasar direvisi.

“Fangan  dipaksakan,
takutnya bermasalah seca-

ra hukum,” tutur politikus

NasDem itu.
Selain itu, James melan-

| jutkan, pemerintah DEXKI
dan sejumlah perusahaan

daerah perlu menyelesai-
kan penyertaan modal yang
masih belum digunakan.

_ Jumlah suntikan modal

yang mengendap di sejum-
lah perusahaan daerah itu

. Milik Daerah DKI Jakarta,

Riyadi, sepakat dengan

mencapai Rp 4,43 triliun. - Dewan. Menurut dia, revi-
Adapun ‘Wakil  si peraturan da_erah ter-
Ketua Komisi Bidang kait dengan modal dasar

Keuangan DPRD, Jho_;my;

Simanjuntak, mengata- .
kan pengendapan modal
terjadi karena pemerintah

' DKI dan perusahaan dae-

rah tidak memiliki kajlan

~ matang saat meminta sun-

tikan modal. “Pemerintah
DKI dan BUMD ini minta
(suntikan modal) dulu, tapi
aturannya ‘sendiri belum
disiapkan,” tutur politikus

- PDI Perjuangan itu.

PT Jakarta Propertindo
merupakan salah satu
BUMD yang mengusul-
kan peningkatan modal
‘dasar daerah dari Rp 10
triliun menjadi’ Rp 30 tri-
liun. Suntikan modal itu
rencananya  digunakan

untuk mengerjakan proyek -

penugasan dari pemerintah
DKI, seperti pengadaan

lahan untuk program huni-

an tanpa uang muka dan
pembangunan stadion.

Pemerintah DKI telah
‘mengusulkanrevisi Peratur-

an Dagrah Nomor 13 Tahun

2014 tentang Penyertaan .

Modal Daerah untuk PT
Jakarta Propertindo kepa-

da Dewan.

Melalui  pemerintah
DKI, PT MRT Jakarta

“dan Perusahaan Daerah

Pembangunan Sarana Jaya
juga mengajukan @ revisi
peraturan modal dasarnya.
Dua perusahaan itu perlu

“ merevisi aturan tersebut

agar bisa mendapat sun-
tikan modal baru melalui
Rancangan APBD 2019.

" Sekretaris Badan

Pembinaan Badan Usaha

-peraturan
. kait dengan modal dasar

harus diselesaikan terlebih
dulu sebelum membahas

%penyertaan modal dalam
,_Rancangan APBD 2019.

“Jadi, ada dasar' hukum-
nya,” tuturnya.
Thwal pengendapan
modal ‘dasar di sejumlah
BUMD, Rlyach melanjut-
kan, pemerintah DKT akan
menerbltkan peraturan
gubernur untuk ‘meng-

- atur realokasi dana itu

ke program lainnya. Agar

- payung hukumnya lebih

kuat, pengalihan dana yang

~mengendap ke program

lain juga akan disertakan

- dalam revisi peraturan dae-
. rah modal dasar perusaha—

andaerah

~ Cerporate Secretary BT
Jakarta Propertmdo Hani
Sumarno, berharap revisi
daerah ter-

itu bisa segera rampung.
“Permohonan penyertaan
modal ini juga bertujuan
untuk kepentingan masya-
rakat, misalnya untuk
membangun stadion,” kata-
nya. @ :
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DPRD Setop Bahas Suntikan Modal Daerah

'Modal untuk Penugasan

(BUMD) DKl Jakarta terganjal oleh aturan tentang modal dasar

serta oleh sisa modal sebelumnya yang mengendap. Padahal,
menurut Sekretaris Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta, Riyadi,
tanpa suntikan modal tambahan, perusahaan daerah tak akan bisa

Tambahan modal untuk sejumlah badan usaha milik daerah

“melaksanakan program prioritas pemerintah DKI pada 2019 “Kalau

uang {suntikan modal) enggak hisa masuk, proyek akan tertunda,”
ujar dia akhir pekan lalu. w '
Berikut ini program prioritas pemerintah DKI yai% d[tugaskan

kepada sejumlah perusahaan daerah pada 2019:

PT Jakarta Pr'opertindo S

ﬁ%wmmﬂ,,_q Saat ini tengah mengajukan
13 - revisi Peraturan Daerah Nomor
JAKPm 13 Tahun 2014 tentang Penyer-
taan Modal Daerah untuk PT

Jakarta Propertindo agar modal
dasar bisa naik dari Rp 10 triliun
menjadi Rp 30 triliun. Draf revisi sudah di Dewan.

- Usul penyertaan | modal pada RAPBD 2019:

- Pembangunan stadlon Rp 1,5 triliun.
- Pengadaan lahan untuk program hun[an tanpa uang muka

Rp 648 miliar. ‘
- Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Rp 500 miliar.
- Membeli lahan bekas Kedutaan Besar Inggris Rp 500 miliar.

- Suntikan modal yang mengendap Rp 2,55 triliun.

PT MRTJakal'ta ' .

- Saat ini tengah menga;ukan rev15| Peraturan
; Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan
: Medal Daerah pada MRT Jakarta agar modal dasar

amjakanie  bisa nalk dari Rp 14,6 triliun menjadi
: Rp 40,7 triliun. Draf revisi sudah di Dewan.
- Usul suntikan modal pada rancangan APBD 2019:
- Pembayaran proyek MRT fase | Rp 4,41 triliun.
+ Suntikan modal yang i'nehgendap Rp 494,3 miliar.

PD Pembangunan SaranaJaya

Mengajukan revisi Peraturan Daerah Nomor &
Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Per
bangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibu Kota

\_)J Jakarta agar modal dasar bisa bertambah dari

Rp 2 triliun menjadi Rp 10 triliun. Draﬁ revisi masih
di eksekutif.

- Usul suntikan modal pada rancangan APBD 2019
- Proyek Senflia Primer Tanah Aliang Rp 3,07 triliurts -
- Pengadaan tanah dan pembangunan hunian tanpa uan"g muka
Rp 2,2 triliun.
- Suntikan modal yang mengendap Rp 66,7 miliar. :
__ ® GANGSAR PARIKESIT | PELBAGAI SUMBER
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